PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR /S TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMC)R 85 TAHUN 2017 e L

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI? S

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PJLNGAWASAN DAN |
SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBDRNUF’ KALIMANTAN BAI?AT

Menimbang : a  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor'-"@-; Tahun' Sy
2016 tentang Pembentukan dan Susunan P rangkai
Daerah Prownbz Kahm&ntan Barai Sebagazmana teiah
diubah | beberapakah “dan terakh1r _dengan’ "Peraturan'f;_
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunarl Perangkat Daex ah Prcv "11181 Kahm Ttan: Beu at_:._

benih di Provms1 Kahmantan Barat ]
Tekrns

dﬂakukan penyesuaian dan perubahaﬁ,

c.  bahwa berdasarkan ' pertimbangan
dimaksud dalam huruf a: dan huruf

Pembentukan,. Susuna.n Orgamsasxt 'I‘ugas dan : 'I"un':
serta Tata Kerj ja Um‘z Peiaksana ’I‘ekms Penga' "asan ;dan
Sertifikasi Bemh Provmsu Kahmantan Bara‘i: SImR

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6 ) Undancf-Undanﬂ Dagar Negar '.-Repubhk
Indonesia Tahun 1945; : _ _ '
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Undang-Undang ~ Nomor 25 ~ Tahun '?_:_-1956 ientang" TR
Pembentukan Daerah-Daerah . Otonom .  Provinsi: = .

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan SR
Timur (Lembaran Negara Republik: Indones:ta Tahun .

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran: Negara Repubhk o
Indonesia Nomor 1106); '

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 ign:_tang_f_g_: Sl
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran . Negara =
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2413 {Tambahan}f L

Lembaran Negara Repubhk Indonema N{)m@r 408‘5}), -

Undang-Undang Nomor = 13 ~Tahun 2010 tentarzg.':"-f;:-':'_"':__'_.
Hortikultura - (Lembaran = Negara Repubhk Indonesm‘_i T
Tahun 2010 Nomor 132, (Tambahan Lembaraﬂ Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparamr:fﬁ_ T

Sipil Negara (Lembala;n Negara Repubhl:; Indones1a T‘ahun_f

2014 Nomor 6, Tambahan . Lembaran Negara Repubh}{..ﬁr '::.;.

Indonesia Nomor 5494},

Undang-Undang Nomor 23 'Tahun" '2'014- t&ntang:":_;'_f
Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Repubhk,f!fff-' e
Indonesia Tahun 2014 Nomoi 244, ‘Tambahan Lembaran’f S
Negara Republik ‘Indonesia Nome)r 5587) sebag&imana:__'--_ff_.-'_ B
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 teni:aﬁg Czp‘ta Kerja'-
(Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2020 Nomor"f__’f_'*_'_. S
245, Tambahan Le:mbaz an Negara Repubhk Indoti"lesﬁa Do

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang stf:e:n’r;f:':'E L

Budidaya Pertanian Berkela.n}utan (Lembaran Negam'
Republik Indonesia Tdhun 2019 Nc:mo}, 22, 'E‘ambahan
Lembaran Negeua Repubhk Indonesm Nomor 6412) '

Peraturan P&mez intah “Nomor 44 Tahun 1995 ten‘tang_‘-;.
Perbenihan . - Tanamai - (Lembeu an Negar Repubhl{_

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran’ ..;13:'

Negara Republik Indonesia’ Nomor 3616)

Peraturan Pemerintah Nsmm 102 Ta‘}un 2900 ten‘f,&mg
Standarisasi - Nasional - (Lembaran Negara Repubhk';__ s

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tarnbahaﬁ Lembaran _' :f:';-il A

Negara Repubhl«;: Indonesia Nomor 4020)

Peraturan Pemerintah" Nomor 18 Tahun 2016 tentang f:_.:.__ .ij
Perangkat Daerah (Lembai an’ Negala Repubhk Indonema
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan ‘Lembaran - Negarafi_ .

Republik Indonesia Nomor 588’7) sebagazmaﬁa tel&h:ff
diubah dengan Peraturaﬂ Pemenn‘tah Nomor 72 Tahuni_f._
2019 tentang Perubahan Atas ijez aturan Pemeamtah_ .

Nomor 18 Tahun -2016 - ten’tang Per angk:at Daerahi':_fi; e e
(Lembaran Negara Republik Indoneszza Tahun 2019 Nomor. =
187, Tambahan Lembaran Negam Repubhk Indtmemai

Nomor 6402)
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi- Cabang -
Dinas dan Unit Pelaksana Telnis Daerah (Berita- Negara :
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Daerah Nomor &8 Tahun 2016 @ tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi -
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provingi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah -
diubah beberapakali dan terakhir dengan Peératuran
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua -
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimaiitan
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); -

13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang . .
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta -
Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan  Hortikultura =~
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah - onvmsx .
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 55); '

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS =~
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 85 ‘TAHUN 2017 .
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS © .
DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS "~
PENGAWASAN DAN  SERTIFIKASI  BENIH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT. ! .

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 “Tahun 2017 &

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, _Sét“ta'__Tat'a;”;:_ e
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih- Provinsi .
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provingi Kalimantan Barat Tahun 2017 ol
Nomor 85), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1 |

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud derngarn -
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur' penyelenggara
pemerintahan  daerah .yang memimpin pelaksanaan = ur uszm
pemerintahan yang menjadi key venangan Provinsi K ahmantan Barai

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
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4. Dinas adalah Dinas Tanaman Parigan .dan Hort}.kultura Prov1n81 :_-f- i
Kalimantan Barat. '

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Panqan dan Hortﬁ{ultura e

Provinsi Kalimantan Barat..

6. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi - Bénih' yangi '
selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah 'unit :
teknis operasional yang melaksanakan I{eglatan tekms tertentu di
bidang pengawasan dan sertifikasi benih,

7. Kepala UPT adalah Kepala  UPT Pengawasan dan’ Sertifakas;t Bemhf L

Provinsi Kalimantan Barat.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dlslngkat ASN adalah profesi; S :" '-
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemermtah dengan perganglan '_3 T

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. -

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanj Jutnya dlsebut Pegawm ASN o
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan p&rjaﬂgzan_,__'_ e

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina- kepebawa;an dan” dzserahl :

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi- tugas negara -_:g SN

lainya dan digaji berdasarkan peraturan’ per undangmndangag

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya - dlslngkat 'PNS ‘adalah Warga__f.if.g;- ;'
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, d1ar1gkat sebagar:'_;
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat : pembma kepegawazan untukf;}j i

menduduki jabatan pemerlntahan

ll.Jabatan Administrasi adalah sekeIOmpok Jab&tan yang bemm f ung31 dan ;
tugas berkaitan dengan pelayanan’ pubhk serta admimstrasx N

pemerintahan dan pembangunan.

12. Pejabat Administrasi adalah Pegawm ASN yang menduduk1 Jabatan :

Administrasi pada instansi pemerintah.

13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang beris1 fungsz dai'i-j_"ﬁ-'_-_-.-_: ._
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsmnal yang berdasarkan pada-l'_.'i"f SO

keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan;_}{;f e

Fungsional pada instansi pemerintah.

15.Sistem Budidaya Tanaman adalah s1stem peng&mbangan dan e
pemanfaatan sumber daya alam nabati melalul upaya ‘manusia’ yang:g._-f-:_. A
dengan modal, tehnologi dan sumber daya lainnya menghasﬂkan barang:'_fij S

guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. -

16.Benih tanaman yang selan jutnya disebut. benih’ adalah tamaman atau*.:.;'f. B :
bagiannya yang digunakan untuk. memperbanyak dan tau

mengembang biakkan tanaman.

17.Benih Bermutu adalah benih yang varletasnya Sudah te:rdaf tar untuk'é_'.f
peredaran dan d1perbanyak melalui sistem’ serhfikasm bemh mempunyal:ffz
mutu genetik, mutu ﬁszologls, mutu - fisik serta’ status’ kese«:hatan yang

sesuai dengan standar mutu atau- persyaratan tekms mlmmal
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18 Benih sumber adalah tanaman atau bagiannya yang diguhaka'n " ﬁn‘tui»:'g
perbanyakan benih mutu.

19.Kelas Benih adalah Klasifikasi benih tanaman yang dikeluarkan oleh
kementerian pertanian dengan sub bagiannya yaitu balai pengawasan
sertifikasi benih yang menempatkannya dalam 4 kelas yaitu Behih a
Pejenis (Bs/Label Kunig), Benih Dasar (BD/Label Putih), Benih Pokok
(BP /label ungu), Benih sebar (BR/Label biru). IR

20.Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang
produksi dan peredarannya diawasi.

21.Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan : 'sec.f:ifa 3
berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap 'dokumeh,' -
tahapan produksidan atau benih yang beredar untuk mengetahui
kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu bina
yang ditetapkan. |

22. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pényaiuran dan -
atau penjualan benih binatanaman pangan dan lokasi produksz ke:
Iokasi pemasaran dan atau kepada masyarakat. '

23 Rekomendasi/Sertitik at Kompetensi Produsen?pénged_af B’éﬁih : 'Biﬁa'.'f' :
adalah keterangan tertulis yang dikeluaarkan oleh Pelaksana- Teknis R
Derah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan danif

sertifikasi benih bina tanaman pangan.

24, Monitoring stok dan penyaluran benih bhina adalah ser aﬁg}xaiaﬁ yaﬁ‘gf ;

dilakukan terhadap produsen/pengedar benih -bina dengan jalan ;'f_'j' '. ._
mengumpulkan data sehingga dapat diketahui jumlah stok dan vokume BE

benih bina yang beredar di pasaran.

25.Pemasaran Benih adalah ' pengangkutan, penyaluran da}l peﬁjualan
benih termasuk penyimpanannya baik di tempat- pemasaran maupun'; =

waktu penyaluran.

26. Produsen Benih adalah orang atau badan hukum: Vemg bergerak::. o

didalam bidang produksi benih untuk keperluan perdagangan dan. i

penanaman.

27. Pendaftaran adalah pencatatan dalam daftar resmi dam orang atau-? S

badan hukum yang berusaha dalam bidang benih.

28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih- ianaman seteiah_: E :
melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan Serta memenuhl' L

semua persyaratan untuk diedarkan.

29, Laboratorium penguji adalah tempat yang meiaksanakan: ;ijéng‘{:{ jiah atau S
menetapkan sifat/karakteristik mutu benth yang melputi mutu fisik -~
(penetapan kadar air dan analisa kemurnian) dan fisiologis (pengujian =
daya berkecambah), yang dilakukan terhadap setiap kéidrﬁ'pok”bénih e
yang akan diedarkan sesuai dengan proseduryang dztetapkan Pengujian e
dilakukan dalam laboratorium penguji meliputi pengu ﬁan kadar “air, -

pengujian kemurnian, pengeugan daya kecambah,

30.Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar mengenai - | i
mutu serta tempat asal benih yang ditempelkan dan’ dmertakan secau“a

Jjelas pada sejumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah.
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2. Ketentuan Pasal 6, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifi kasi Benih sebagaimama |
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: :

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengawasan Peredaran Benih; dan
d. Seksi Sertifikasi Benih.

(2) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Ben'ih'.sébag’e’iimana.f_.: S ’
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian  tidak terplsahkm1 R
dari Peraturan Gubernur ini. . o

3. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunya set)agax. o
berikut: :

Bagian Ketujuh | | ;
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional =~ = L
Pasal 15 ' o

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan d1 bawah daﬂ' i
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat lepmém nggl Slinis
Pejabat Administrator, afau Pelabat Pengawas yang - memiliki = e
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan LR
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundarg- undangan Lo B

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan peia* ,zanan sEl
fungsional vang berdasarkan keahlian dan ketezampﬂan ses_ua; S E
ketentuan peraturan perundang-undangan. T

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai- ketei‘ltuan':"' S
peraturan perundang-undangan. _

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 {satu) Pasal yakm Pasa’l 18A S
sehingga berbunyi sebagai berikut: R

Pasal 18A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Admlmstra31 ke daiam R
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana’ Tekiis dilakukan . R b
setelah mendapat penetapan atau persetujuan -dari kementeman terkaJt ol
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. el

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun [
penghapusan Jabatan Adminisirasi ke dalam  Jabatan - Fungsional, - e
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan I‘ungszonai dengan -
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai keientuaﬂ pe1 aturan' e
perundang-undangan. R L s

(3} Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tam’bahan serta pengelolaan e
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungszonal sebagalmana"_[ RO Rty
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala" o
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan  perundang. -~ -

_Q.
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5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: -

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama vang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan
akuntabilitas lkinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di Bidang Organisasi.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pengawasan dan _
Sertifikasi Benih tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian. -

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan -

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi -
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

& & o.
oeid

pada tanggal {+  wael e

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,¢ .

# SUTARMIDJT .

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal (;, vigi 7o

Sg

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

L

Rt

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

NOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 85 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PL*JI\IGA‘NASAN DAN

SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

SUBBAGIAN
TATAUSAHA

SEKSI

PENGAWASAN
PEREDARAN BENIH

g GUBERNUR I{ALIMANTANBARAT,{ o

SEKSI
SERTIFII&ASI BENIH




